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ABSTRAK 

 

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap persoalan inti yang ada di Sekolah 

Menengah Umum N 1 Kecamatan Pasir Penyu sebagai akar penghambat dalam 

peningkatan mutu Sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Umum 

N 1 Kecamatan Pasir Penyu dihadapakan pada posisi yang dilematis sebagai lembaga 

pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan semestinya Sekolah Menengah Umum N 1 

Kecamatan Pasir Penyu diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan Sekolah 

Menengah Umum N 1 Kecamatan Pasir Penyu, terlebih saat ini adalah era otonomi 

daerah. Pada era otonomi saat ini salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan Manajemen berbasis sekolah. MBS 

merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah menjadi lebih bermutu dengan 

memberikan wewenang yang luas kepada Sekolah Menengah Umum N 1 Kecamatan 

Pasir Penyu. Walaupun Sekolah Menengah Umum N 1 Kecamatan Pasir Penyu berada di 

bawah naungan Pemerintah namun konsep MBS tetap dapat diimplementasikan 

berdasaran atas kesesuaian MBS sebagai strategi mengatasi masalah Sekolah Menengah 

Umum N 1 Kecamatan Pasir Penyu. Pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah 

Menengah Umum N 1 Kecamatan Pasir Penyu dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas Sekolah Menengah Umum N 1 Kecamatan Pasir Penyu sebagai lembaga. 

 

Kata Kunci : Penerapan, manajemen, mutu berbasis sekolah 

 

ABSTRACT 

 

This paper is intended to reveal the core issues in N 1 Pasir Penyu Secondary 

School as an inhibiting root in improving the quality of the School. The result of the 

study shows that N 1 Pasur Penyu Secondary School is faced with dilemmatic position as 

educational institution. As an educational institution, N1 Kecamatan Pasir Penyu should 

be given wide authority in the management of N 1 Pasir Penyu Secondary School, 

especially now the era of regional autonomy. In the current era of autonomy one of the 

concepts that can be applied to improve the quality of education is with school-based 

Management. MBS is a strategy to realize the school becomes more qualified by giving 

widespread authority to N 1 Kecamatan Pasir Penyu Secondary School. Although N1 

Kecamatan Pasir Penyu Secondary School is under the auspices of the Government but 

the concept of SBM can still be implemented based on the suitability of SBM as a 

strategy to solve the problems of N 1 Kecamatan Pasir Penyu Secondary School. 
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Implementation of Secondary School Based Management N 1 Turtle Turtle District is 

intended to improve the quality of Secondary School N 1 Kecamatan Pasir Penyu as an 

institution. 

 

Keywords: Implementation, management, school-based quality 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini 

adalah rendahnya mutu di berbagai lembaga pendidikan, khusunya di lembaga 

pendidikan seperti Sekolah Menengah Umum. Rendahnya kualitas pendidikan tersebut 

meniscayakan adanya berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan oleh semua 

pihak. Sebenarnya, Sekolah Menengah Umum sebagai lembaga pendidikan telah 

melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa upaya 

peningkatan mutu seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga 

pendidik melalui pelatihan, peningkatan manajemen pendidikan, dan pengadaan serta 

perbaikan sarana prasarana pendidikan merupakan langkah maju untuk menjadikan 

lembaga pendidikan lebih berkualitas. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran 

bahwa betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya 

manusia dan pengembangan watak bangsa (Mulyasa, 2005: 31). Namun demikian, 

berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. 

Beberapa dugaan muncul perihal sebab musabab peningkatan mutu pendidikan yang 

bergerak kurang signifikan.  

Menurut hemat penulis beberapa kemungkinan yang menjadi alasan rendahnya 

tingkat mutu pendidikan di Indonesia adalah pertama, adanya penyelenggaraan 

pendidikan yang kurang memperhatikan pada tahap proses. Padahal, proses pendidikan 

sangat menentukan kualitas output/ lulusan yang ada. Kedua, penyelenggaran pendidikan 

dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga penyelenggara pendidikan sangat 

tergantung pada keputusan  birokrasi dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan 

tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sekolah Menengah Umum lebih merupakan 

subordinasi birokrasi diatasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, 

motivasi, kreativitas, inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya 

termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.  

Ketiga, adanya hubungan yang kurang harmonis antara lembaga pendidikan khususnya 

Sekolah Menengah Umum dengan masyarakat. Selama ini peran serta warga sekolah 

khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam 

penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan 

keputusan sering diabaikan, partisipasi masyarakat pada umumnya sebatas pada 

dukungan dana. Sehingga seolah tidak ada hubungan timbal balik antara lembaga 

pendidikan dengan masyarakat. Permasalahan di atas semestinya dapat teratasi seiring 

dengan lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 

Undang-Undang No 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-

undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah 

sehingga lebih otonom, termasuk pada bidang pendidikan (Mulyasa, 2014: 4). Undang-

undang tersebut memang memberikan langkah solusi dengan berbagai persolan yang ada 

di Sekolah Menengah Umum.  
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Keambiguan posisi Sekolah Menengah Umum sebagai lembaga pendidikan 

menjadikan Sekolah Menengah Umum tetap berada di bawah Pemerintah dengan sistem 

sentralisasi yang seolah menafikan Undang-Undang Otonomi Daerah. Padalah, secara 

legal Sekolah Menengah Umum dan lembaga pendidikan yang bercirikan umum lainnya 

sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Era otonomi dengan 

asas desentralisasi ini menuntut partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen 

pendidikan dan penerapan konsep pendidikan sebagai suatu sistem. Peningkatan mutu 

pendidikan dalam kerangka otonomi daerah merubah arah dan paradigma 

penyelenggaraan yang dulunya dengan pola sentralisasi ke arah pendidikan yang 

desentralisasi (Tilaar, 2004: 31). Adapun model penyelenggaraan pendidikan untuk 

mencapai mutu pendidikan yang sesuai dengan paradigma desentralisasi dewasa ini 

adalah dengan konsep School-Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hadir sebagai reorientasi mutu dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Hal diatas merupakan alasan yang melatarbelakangi dan 

menarik peneliti untuk meneliti “Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah Di SMU Negeri 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu”. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan  pendekatan kualitatif, karena fokus  

penelitiannya adalah bagaimana  keterampilan dosen dalam menggunakan media 

pembelajaran dalam proses perkuliahan,  alasan peneliti menggunakan jenis  penelitian 

kualitatif karena permasalahan  belum jelas, holistik, kompleks, dinamis,  dan penuh 

makna sehingga tidak  mungkin data pada situasi sosial tersebut  terjaring dengan metode 

penelitian  kuantitatif dengan instrumen seperti test,  kuesioner, pedoman wawancara. 

Selain  itu peneliti bermaksud memahami situasi  sosial secara mendalam dan 

menemukan  pola. Menurut Harsono (2008: 155)  penelitian kualitatif disebut juga 

dengan  penelitian naturalistik. Dengan  penelitian narulatistik, maka situasi  lapangan 

akan tetap bersifat natural,  alami, wajar, dan tidak ada tindakan  manipulasi, pengaturan, 

ataupun  eksperimen.  Data adalah tulisan-tulisan atau  catatan-catatan mengenai segala 

sesuatu  yang didengar, dilihat, dialami dan  bahkan dipikirkan oleh peneliti selama  

kegiatan pengumpulan data dan  merefleksikan kegiatan tersebut ke dalam sebuah narasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejak beberapa waktu terakhir, kita dikenalkan dengan pendekatan “baru” dalam 

manajemen sekolah yang diacu sebagai manajemen berbasis sekolah (school based 

management) atau disingkat MBS. Di Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah 

berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, 

National Association of Elementary School Principals, and National Association of 

Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul school based management, 

a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau 

kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan 

kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. 

Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa tak berdaya karena terperangkap 

dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan.Akibatnya, peran utama 
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mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan 

birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi. Di Indonesia, gagasan penerapan 

pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan 

tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. 

Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk 

mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaran 

pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di 

instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum 

pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus 

melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran 

pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu 

banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian.Tidak heran jika nilai akhir 

yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih dari separuhnya. 

Kita khawatir, jangan-jangan selama ini lebih dari separuh dana pendidikan 

sebenarnya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau kurang berurusan dengan 

proses pembelajaran di level yang paling operasional, sekolah. MBS adalah upaya serius 

yang rumit, yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini 

kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas 

konsekuensi keputusan yang diambil.Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu 

memahami benar pengertian MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dan 

yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid. Manajemen berbasis 

sekolah dapat bermakna adalah desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung 

jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait 

penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, 

kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas.Tampaknya pemerintah dari setiap 

negara ingin melihat adanya transformasi sekolah.Transformasi diperoleh ketika 

perubahan yang signifikan, sistematik, dan berlanjut terjadi, mengakibatkan hasil belajar 

siswa yang meningkat di segala keadaan (setting), dengan demikian memberikan 

kontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara.Manajemen berbasis 

sekolah selalu diusulkan sebagai satu strategi untuk mencapai transformasi sekolah. 

Manajemen berbasis sekolah telah dilembagakan di tempat-tempat seperti Inggris, 

dimana lebih dari 25.000 sekolah telah mempraktikkannya lebih dari satu dekade.Atau 

seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di beberapa sistem sekolah yang besar) 

di Kanada dan Amerika Serikat, dimana terdapat pengalaman sejenis selama lebih dari 

satu dekade.Praktik manajemen berbasis sekolah di tempat-tempat ini tampaknya tidak 

dapat dilacak mundur.Satu indikasi skala dan lingkup minat terhadap manajemen berbasis 

sekolah diagendakan pada Pertemuan Menteri-menteri Pendidikan dari Negara APEC di 

Chili pada April 2004.APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) merupakan satu 

jejaring 21 negara yang mengandung sepertiga dari populasi dunia. Tema dari pertemuan 

adalah “mutu dalam pendidikan” dan tata kelola merupakan satu dari empat sub tema. 

Perhatian khusus diarahkan pada desentralisasi.Para menteri sangat menyarankan 

(endorse) manajemen berbasis sekolah sebagai satu strategi dalam reformasi pendidikan, 

tatapi juga menyetujui aspek-aspek sentralisasi, seperti kerangka kerja bagi akuntabilitas. 

Mereka mengakui bahwa pengaturannya akan bervariasi di masing-masing negara, yang 

merefleksikan keunikan tiap-tiap setting. Manajemen berbasis sekolah memiliki banyak 

bayangan makna.Ia telah diimplementasikan dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan 
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berbeda dan pada laju yang berbeda di tempat yang berbeda. Bahkan konsep yang lebih 

mendasar dari “sekolah” dan “manajemen” adalah berbeda, seperti berbedanya budaya 

dan nilai yang melandasi upaya-upaya pembuat kebijakan dan praktisi. Akan tetapi, 

alasan yang sama di seluruh tempat dimana manajemen berbasis sekolah 

diimplementasikan adalah bahwa adanya peningkatan otoritas dan tanggung jawab di 

tingkat sekolah, tetapi masih dalam kerangka kerja yang ditetapkan di pusat untuk 

memastikan bahwa satu makna sistem terpelihara. Satu implikasi penting adalah bahwa 

para pemimpin sekolah harus memiliki kapasitas membuat keputusan terhadap hal-hal 

signifikan terkait operasi sekolah dan mengakui dan mengambil unsur-unsur yang 

ditetapkan dalam kerangka kerja pusat yang berlaku di seluruh sekolah. 

Sejak awal, pemerintah (pusat dan daerah) haruslah suportif atas gagasan MBS. 

Mereka harus mempercayai kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara 

mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah. Penting artinya memiliki 

kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan 

pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah. 

Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar 

penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan kinerja tahunan 

yang mencakup “seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan 

sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya, dan apa rencana 

selanjutnya.” 

Perlu diadakan pelatihan dalam bidang-bidang seperti dinamika kelompok, pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan, penanganan konflik, teknik presentasi, manajemen 

stress, serta komunikasi antarpribadi dalam kelompok.Pelatihan ini ditujukan bagi semua 

pihak yang terlibat di sekolah dan anggota masyarakat, khususnya pada tahap awal 

penerapan MBS.Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah kemungkinan 

besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan. Dengan kata lain, penerapan MBS 

mensyaratkan yang berikut : 

1. MBS harus mendapat dukungan staf sekolah. 

2. MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. 

3. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat 

yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi 

yang baru. 

4. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf 

untuk bertemu secara teratur. 

5. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, 

dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang 

tua murid. 

Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam 

penerapan MBS adalah sebagai berikut : 

1.   Tidak Berminat Untuk Terlibat 

Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang 

sekarang mereka lakukan.Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang 

menurut mereka hanya menambah beban.Anggota dewan sekolah harus lebih banyak 

menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan 

anggaran.Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang 
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tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru 

akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan 

waktunya untuk urusan itu. 

2.  Tidak Efisien 

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya 

menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara 

yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan 

memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu. 

3.   Pikiran Kelompok 

Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar 

akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling 

mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu 

kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota 

lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit “pikiran kelompok.”Ini 

berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis. 

4.   Memerlukan Pelatihan 

Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau 

belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka 

kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat 

MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, 

dan sebagainya. 

5.  Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru 

Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan 

iklim kerja yang selama ini mereka geluti.Penerapan MBS mengubah peran dan 

tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak 

kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka 

ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. 

6.    Kesulitan Koordinasi 

Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam 

mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang 

beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar 

sama sekali menjauh dari tujuan sekolah. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan 

telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah 

ditangani sebelum penerapan MBS.Dua unsur penting adalah pelatihan yang cukup 

tentang MBS dan klarifikasi peran dan tanggung jawab serta hasil yang diharapkan 

kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, semua yang terlibat harus 

memahami apa saja tanggung jawab pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh 

siapa, dan pada level mana dalam organisasi. Anggota masyarakat sekolah harus 

menyadari bahwa adakalanya harapan yang dibebankan kepada sekolah terlalu tinggi. 

Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah yang paling 

berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan mereka pada dua maslahat: 

meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan 

lebih baik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Satu cara yang berguna dalam menyimpulkan adalah melihat tantangan sebagai 

satu cara menciptakan suatu jenis sistem pendidikan baru yang sesuai abad ke-21. Kita 

membutuhkan sistem-sistem baru yang terus-menerus mampu merekonfigurasi 

kembali dirinya untuk menciptakan sumber nilai publik baru.Ini berarti secara 

interaktif menghubungkan lapisan-lapisan dan fungsi tata kelola yang berbeda, bukan 

mencari cetak biru (blueprint) yang statis yang membatasi berat relatifnya. Pertanyaan 

mendasar bukannya bagaimana kita secara tepat dapat mencapai keseimbangan yang 

tepat antara lapisan-lapisan pusat, regional, dan lokal atau antara sektor-sektor 

berbeda: publik, swasta, dan sukarela. Justeru, kita perlu bertanya Bagaimana suatu 

sistem secara keseluruhan menjadi lebih dari sekedar jumlah dari bagian-

bagiannya?Secara sederhana dikatakan, manajemen berbasis sekolah bukanlah 

“senjata ampuh” yang akan menghantar pada harapan reformasi sekolah. Bila 

diimplementasikan dengan kondisi yg benar, ia menjadi satu dari sekian strategi yang 

diterapkan dalam pembaharuan terus-menerus dengan strategi yang melibatkan 

pemerintah, penyelenggara, dewan manajemen sekolah dalam satu sistem sekolah. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1.   Harus adanya keyakinan dan motivasi dari para guru untuk tidak ragu 

menggunakan MBS dan secara penuh menerapkan sistem MBS disekolah. 

2.   Perlu adanya sosialisasi mengenai MBS kepada seluruh wali murid dan warga 

sekitar sekolah. 

3.   Meningkatkan lagi kualitas tenaga pendidik. 

4.   Memanfaatkan sebaik mungkin relasi yang terjadi diantara masyarakat dan sekolah. 

5.  Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dan perawatan terhadap sarana dan 

prasarana yang telah ada. 
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